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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

a.

KOTA SERANG TAHUN 2022

WALI KOTA SERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 343
Peraturan Maiteri Datam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
ter{tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Per‘nbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Paniang Daerah, Rencana Pembangunan Jan gka
Me\nengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daprah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalbm tahun  berjalan menunjukkan  adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang .....



2.
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lIndang-lTindang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Repcana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun  2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
negara Repu vk 11 dori esia 4760);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
(LeLnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4748);

Un\dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lerhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Neéara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Taxhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pen?wrintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indbnesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Neéara Republik Indonesia Nomor 6757);

Per‘aturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Peréngkat Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5888)
sebtagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Perﬁerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan .....
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14.

15.
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F_‘-I"atl_l_lall Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenta

Peri\lgelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lellnbaran Negara Republik Indone sia Nomor 632 2);
PeI\rat'uran Presiden Nomor 18 “tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Paﬂng Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Mehengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daérah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Per‘aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Keﬂurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Per%aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
ten’icang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Peréncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Bei‘ita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan .....
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18.

19.

20.

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Pro‘vinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

Peqaturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011

teritang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Tahun 2010-2020 {Iembaran Daerah Provinsi Banten

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Prqvinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Williayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah
Prdvénsi Banten Tahun 2017 Nomer_ 5, Tambahan
Lezrjlbaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7)
sebhgaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provingi Ra nten Namar 10 T hun 2010 tentango
rrovinsi  Ba Nomor 10 lanun Q10 tontang

W i

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten
NorLlor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019
Nomor 10);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2022
tentaw g Peruba han Renca na Keria Pemerin tah Daergh
Provinsi Banten Tahun 2022 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomotr 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Serang Tahun 2008-2025 (LembaranDaerah Kota

Serang Tahun 2009 Nomor 2);



21. Peraturan Daerah Kota Serang Nemeor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lemharan
Daierah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019
teritang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daérah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Seranng Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 2J;

23. Per‘aturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Tahun 2020-204Q (Lembaran Daerah Kaota Serang
Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Serang Nomor 8);

24. Per%aturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021
ten?tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Serang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota
Seréng Tahun 2022 Nomor 11);

25. Peraturan Wali Kota Serang Nomar 75 Tahun 2021
tenfang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang
Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021

Nomor 140};
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJIA PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG
TAHUN 2022.

\
\
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Ko}ta mi, yang dimaksud dengam:

1.
2.

0

10.

11.

Daerah adalah Kota Sierang.

Pemerintahan Daeral'jl adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasniya

dajlam sistem dan‘ prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

|

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah igadalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daeraﬂ yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenax}gan daerah atanom.

Wali Kota adalah Wali Kota Serang.

Perangkat Daerah e‘;dalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang men jadi kewenaflgan Daerah.

Badan Perencanaan i'Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Perahgkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
perencanaan dan fangsi penuiniang penelitian dan pengemban gan.
Rencana Pembanguna%n Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokum“en perencanaan pembangunan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahunan.

Rencana Pembanguri;an Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adialah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima)} tahun.

Rencana Kera Pemerintah Daersh yang selanmitnya

ARy 5L

atnya  disingkat RKPD
adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu} tahun.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periade 1 [satu) tahun,
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. RKPD Tahun 2022 a«:%ﬂah Rencana . Keria PemerintahDaerart Kota Serang

Tahun 2022. ‘;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana\ keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

i
|
§
i
|

BAB 11
 PERUBAHAN RKPD
Pasal 2
(1) Perubahan RKPD Tahﬁn 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. pedoman bagi Pere‘;ngkat Daerah dalam menyusun perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2022;

b. landasan penwsungn kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas
dan plafon anggaran sementara perubahan untuk menyusun perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Perubahan RKPD sebégajmana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran

perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

i
|
i
|

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menguraikan

. y . ] )
orooram, keciat an q1b Lk aciata n fcmgst; Line
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kelompok sasaran yéng mengalami perubahan maupun yang tidak
mengalami perubahan srang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII  : Evaluasi Hasil Triwulan I RKPD Tahun 2022;
c. BPARII : Kerangka Fkonomi dan Keuiangan Daerah;

d. BABIV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BABV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

f. BABVI : Penutup.

(3) Isi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.
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BAB III
PELAKSAN&AAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

Pasal 4
Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan

jak tanggal ditetapkar: sampai dengan tanggal 31

T s & P Sl

Desember 2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
\

Agar setiap orang menge?;ahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Agustus 2022
WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Agustus 2022

|
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,
l
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NANANGSAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 226
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\ BABVI
\ PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2022 disusun dalam rangka
menjamin ketedaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan penga\wasan sekaligus sebagai penjabaran pelaksanaan
tahun keempat atas dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023. Substansi RKPD
ini merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan (stakeholders),
baik ditingkat Kota Sterang, Provinsi Banten dan Nasional dengan
memperhatikan permasaliahan yang dihadapi, khususnya masih dalam upaya
penanggulangan pandemi\ Covid-19 beserta dampaknya.

Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2022 menjadi acuan penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan menjadi
landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, yang
selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022.

Keberhasilan pelakse{ﬁaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Serang Tahun 202? memerlukan komitmen dan kerjasama seluruh
stakeholders pembangunan guna mendukung program pembangunan dalam
upaya meningkatkan kesé jahteraan masyarakat Kota Serang.

Dokumen ini diharap;‘kén mampu mengomunikasikan dan menyinergikan
secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, selain menjadi media
evaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan. |

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN



